BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR rd TAHUN 2023

TENTANCG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,

1.

Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 2B25);
Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomeor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 2854);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46 14);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor
1781

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (entang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20183 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor
133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hejang Lebong.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Daecrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugss pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri vang melaksanakan urusan dalam negeri.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong,

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Penyedia Barang/.Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menvediakan barang/layanan jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai oleh APBD, baik yang dilaksanakan secara
swakelola maupun oleh penyvedia barang/jasa.

Pengeluaran Daerah adalah vang yang keluar dari kas daerah.

. Bukti Dasar Penagihan adalah dokumen perikatan yang memuat :

a. komitmen, kesepakatan dan atau perintah antara atau dari pejabat yang
berwenang dengan Penvedia Barang/Jasa atau kepada pegawai negeri
sipil untuk menyediakan barang/jasa;

b. pernyataan dari pcjabat yang berwenang atas prestasi pekerjaan dan atau
perkembangan proses pelaksanasan perikatan berdasarkan fakta vang
sesungguhnya.

Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan pejabat/pelaksana yang

diserahkan kewenangan oleh pemepang kekuasaan pengelolaan keuangan

daecrah untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemernntahan Daerah

Kabupaten Eejang Lebong.

Azas Legalitas adalah setiap tindakan dari Pengelola Keuangan Dacrah harus

didasarkan pada:

a. ketentuan peraturan perundangan-undangan vang berlaku berkenaan
dengan pengelolaan keuangan daerah;

b, penerapan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik (best
practices); dan

c. penerapan praktik pengelolaan keuangan daerah vang sehat (sound
practices) dengan mengutamakan sistem pengendalian internal.

. Azas Manfaat adalah setiap tindakan darn Pengelola Keuangan Daerah harus

memberikan  manfaat yang sebesar-besarnya untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban Pemerintahan Daerah.

Azas Keabsahan adalah setiap tindakan dan Pengelola Keuangan Daerah
harus didasarkan pada Bukti Dasar Penagihan yang sah, ketersediaan
anggaran dan hak yang timbul sesual dengan perjanjian/perikatan,

. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yvang dikeluarkan oleh Bank Umum

dan perusahaan asuransi milik pemerintah yang diberikan oleh Penyedia
Barang/Jasa untuk menjamin kewajibannya akan dipenuhi.

Jaminan Pribadi adalah pemberian permnyataan dalam  suatu Surat
Pernvataan Tanggung jawab Mutlak atau SPTJM yaitu suatu kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang terjadi karena kelalalannya
menjadi tanggungjawabnyva dan bersedia mengganti kerugian yang dimaksud.
Bendahara Umum Daerah yvang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah vang bertindak dalam kapasitas scbagai
bendahara umum wyaitu pejabat yvang diberi tugas untuk dan atas nama
dacrah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau
surat berharga atau barang-barang daerah.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjuinya disingkat PPRD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupalen Rejang
Lebong.
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Surat Pernyataan Penggunaan Uang adalah kesanggupan dari pejabat yang
berwenang untuk tidak menggunakan uang persediaan untuk pengeluaran
vang harus dilakukan secara langsung/L5 dan kesanggupan akan
mempertanggungiawabkan dalam waktu tertentu.

Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang secara fungsional ditunjuk
mMEenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uwang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yvang selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yvang selanjutnva disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku  pengguna

anggaran/pengeguna barang.

.Pengguna Anggaran selanjutnyva disingkat PA adalah pejabat pemegang
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kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam membuat
dan melaksanakan komitmen dengan pihak ketiga, melaksanakan kegiatan
secara swakelola, meminta pembayaran atas beban DPA-SKPD  yang
dikelolanya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sclanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada wunit kerja SKPD yang menjalankan tugas Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Angearan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yvang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan vang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat vang
dikoordinasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Sub kegiatan adalah bentuk alktivitas dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegilatan adalah bagian dan Program yang dilaksanakan cleh 1 [satu) atau
beberapa SKPD sebagai bagian dan pencapalan sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yvang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau semua
jenis sumber dayva tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Dacrah pada
bank yang ditetapkan.

Pendapatan Dacrahadalah semua hak Dacrah vang diakui scbagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,

Belanja Daerah adalah kewsjiban Pemenntahan Daerah yvang diaku sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiavaan Daerah adalah semua penerimaan vang periu dibavar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran Yyang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yvang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
vang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.

Rencana Arus Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dan penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana vang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

Surat Penyediaan Dana vang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yvang menyatakan bahwa telah tersedia uang pada kas daerah untuk
membayvar pelaksanaan suatu kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang sclanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara  pengeluaran  untuk  mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yvang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja vang bersifat pengisian kembali (revolring) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung,

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat SPP-TU adalah
dokumen wang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD vang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembavaran langsung dan uang
persediaan.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah wvang muka kena
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja
perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut
sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

SPP Langsung vang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan olch bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanpan kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, pencerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu vang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
vang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

. Burat Perintah Membayar Uang Persediaan sang selanjutnya disingkat SPM-

UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA

SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yvang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas behan pengeluaran DPA-
SKPD yang dananva dipergunakan untuk mengganti uang persediaan vang
telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yvang sclamjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen wyang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dan jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesual dengan Ketentuan.
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Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen vang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan scbagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Ketetapan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKLB adalah surat
pengembalian kelebihan penerimaan Pendapatan Dacrah,

BABE Il
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yvang dapat dinilal dengan

uang serta segala bentuk kekayvaan yvang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang Lingkup

Keuangan daerah meliputi:

a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;

b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan membavar tapihan pithak lain;

c. Penerimaan Daerah;

d. Pengeluaran Daerah;

e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yvang dapat dinilai; dan

f. Kekavaan pihak lain yvang dikuasai oleh Pemerintahan Daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atan
kepentingan umum.

Eetentuan terkait APBD adalah sebagai berikut

a. APBD disusun sesual dengan kebutuhan penvelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi  kewenangan Daerah  dan
kemampuan Pendapatan Daerah.

b. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS vang didasarkan pada
REFD.

c. APBD mempunyal fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun  ditetapkan dengan Perda sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBED.

[. Penerimaan Daerah terdin atas:

1. Pendapatan Daerah; dan

2. penerimaan Pembiayvaan Daerah.
g. Pengeluaran Daerah terdiri atas ;

1. Belanja Daerah; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan Daecrah.

h. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Dacrah dianggarkan secara
bruto dalam APBD.




(3} Selain didasarkan pada RKPD, AFBD juga didasarkan pada pedoman
penyusunan APBD vang diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

APBD merupakan satu kesatuan yang terdin atas :
a. Pendapatan Daerah:
1) Pendapatan Daerah, terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekavaan daerah vang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2] Pendapatan transfer, terdiri atas :
a. Transfer pemerintah pusat; dan
b. Transfer antar daerah.
3] Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri atas :
1. Hibah;
2. Dana darurat; dan/atau
3. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
b. Belanja Daerah, terdiri atas :
1) Belanja operasi;
2] Belanja modal;
3] Belanja tidak terduga; dan
4] Belanja transfer.
¢. Pembiayaan Daerah terdin atas :
1] Penerimaan pembiayaan; dan
2) Pengeluaran pembiayaan.

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 4

Belanja Dacrah terdiri atas :

a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintahan Daerah vang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dan 1 (satu) periode akuntansi,

¢. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APED
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintahan Daecrah lainnya dan/atau dan Pemerintahan Daerah
kepada pemeriniah desa.

=




Bagan Keempat
Pembiavaan Daerah

Pasal 5

{1) Pembiayaan Daerah, terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan Daersh dirinci menurut  uwrusan  Pemerintahan Daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan
Daerah.

Pasal 6

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

a. SILPA;

b, Pencairan Dana Cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Penerimaan Pembiavaan lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- BB

Pasal 7

Pengeluaran Pembiavaan dapat digunakan untuk:

Pembayaran cicilan pokok utang yvang jatuh tempao;

Penyertaan modal daerah;

Pembeniukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan Jainnva sesuai dengan Kelenluan peraturan
perundang-undangan.

cpo R

BAB I
PELARSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-proses
sebagai berikut:

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris;

Penyiapan DPA-SKPD;

Anggaran Kas dan Surat Penyvediaan Dana (SPDJ;

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; dan

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

RO As TR
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Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 9

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh
BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.

PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKULY) pada bank
umum vang schat.

PPKD selaku BUD melakukan penatausahasn atas semua penerimaan
daerah dan Pengeluaran Daerah dan RKUD. Proses penatausahaan oleh
Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Pasal 10

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran vang
diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yvang
telah ditentukan.

Kas Transitoris yvang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas
potongan pajak dan potongan potongan lainnyva dan  belanja  vang
menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank,

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau
rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas
transitoris dan REKUD ke rekening tujuan vang telah ditentukan.

Bagian ketiga
Penyiapan DPA-SKPD

Paragraf 1
Lirnuam

Pasal 11

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah vang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai
sub rincian objek disertai rencana realisasinva yvang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen vang dilakukan secara elektronik.




(1]

(2]

(1)

(2)

Paragraf 2
Pemberitahuan Penyvusunan Rancangan DPA-SKPD

Pasal 12

Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD

menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala SKPD untuk menyusun

dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan

disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.

Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang

perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan

DPA-SKPD meliputi :

a. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran olch PA;

b. Rencana pendapatan vang akan dipungut dan diterima cleh SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan;

c. Sasaran vang hendak dicapai, fungsi, program. kegiatan, sub kegiatan,

dan anggaran belanja yang disediakan;

Rencana belanja SKPD;

Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

Rencana penarikan dana setiap SKPD;

Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling

lambat & (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuarn,

untuk diverifikasi oleh TAPD; dan

h. Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

moe A

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Pasal 13

Kepala BSKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat

pemberitahuan kepada Bupati dan_menyerahkan rancangan DPA-SKPD vang

telah disusun kepada PPKD paling lambat & (enam) han setelah surat

pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD;
Formulir vang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA SKPD yang
datanya bersumber dan akumulasi jumlah pendapatan menurut akun,
kelompok dan jenis yvang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi
jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi
dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan yang disi dalam DPA Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD;
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,

¢. Rancangan DPA-Belanja SKPD;
Formulir vang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja
menurut kelompok dan jenis belanja dan sehap program, kegiatan dan
sub kegiatan SKPD yang dikutip dan setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.




d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD;
Formulir vang digunakan untuk menvusun DPA-Rincian Belama SKPD
dalam tahun anggaran vang direncanakan, vang memuat jumlah Belanja
menurut kelompok, jenis, objek, nincian objek dan sub rincian objek dan
setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SkPD.

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD.
Formulir vang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan
dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan
pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran
Pembiayaan,

Paragraf 4
Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKFD

Pasal 14

(1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPRD menyampaikan rancangan
DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

{2) TAPD melakukan wverifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6
(enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan
DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

a. Standar satuan harga yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan;

b. analisis standar belanja;

¢. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

d. Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

e. Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2], SKPD
melakukan penvempurnaan dan menvampaikan hasil penyvempurnaan
kepada TAPD.

Paragraf 5
Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

Pasal 15

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah
mendapatkan persetujuan Sckretans Daerah,

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Paragraf 1

Anggaran Kas
Pasal 16

(1) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dan
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode,

(2) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintahan Daerah untuk
mengatur kctersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesual dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.



(3] Anggaran kas Pemerintahan Daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan
daerah dan rencana Pengeluaran Daerah setiap bulannya vang datanya
bersumber dan kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD seria
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Penvusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas Pemerintahan
Daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek
pendapatan dan rencana penerimaan pemhm}rad.n untuk setiap bulannya
berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD
dan anggaran kas SKPD;

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan
dan penenmaan pembiayvaan, dicatat kedalam dokumen anggaran kas
masuk vang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan
pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan;

¢. Penvusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas Pemerintahan
Daecrah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek
setiap bulannva berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas
belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayvaan untuk setiap
bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yvang telah ditetapkan;

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan
pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar
vang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan
selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan;

c. Anggaran kas yvang telah disahkan oleh PPRD digunakan sebagai dasar
penyvusunan SPD;

[. Penvusunan anggaran kas memuat nformasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 17

(1} Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan
jadwal pelaksanaan kegiatannya.
(2) Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling
lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
(3} Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2
(dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas SKPD.
(4} Kuasa BUD dalarn melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
a. Sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalarm DPA-SKPD: dan
b. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana
dalam DPA-SKPD.
(3) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD vyang telah diverifikasi,
menyusun rancangan anggaran kas Pemerintahan Daerah.
{6) Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kKas Pemerintahan Dacrah
kepada PPEKD selaku BUD.
(7) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas Pemermtahan
Daerah vang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 [satu] hari sejak
dokumen rancangan anggaran kas Pemerintahan Daerah diterima,




Bagian Kelima
Surat Penyediaan Dana (SPD)

Paragraf |
Umum

Pasal 18

(1) Surat Penvediaan Dana (SPD) adalah dokumen vang menyatakan tersedianya
dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPPF) atas
pelaksanaan AFBD.
(2) Dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan :
a. Anggaran Kas Pemerintahan Daerah;
b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah;
c. Penjadwalan pembayaran pelaksanasn anggaran yang tercantum dalam
DPA SKFPD; dan
d. Adanya rekonsiliasi dan verifikasi terhadap usulan SPD  terhadap
ketepatan program, kegiatan, sub kegiatan, rekening belanja, serta sub
uraian rckening belanja.
(3} SPD dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan
kepada PPKD untuk ditandatangani.
(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) mengatur ketentuan sebagai
berikut :
a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau
unit SKPD setiap periodik berdasarkan maksimal sebesar anggaran kas
yang lelah ditetapkan dan ketersediaan dana;
b. Untuk SPD Belanja Gaji dan tunjangan dapat diterbitkan per bulan
dan/atau pertriwulan sesuai kebutuhan;
c. Untuk SPD belanja Kegiatan SKPD dapat diterbitkan perbulan sesuai
kebutuhan;
d. Untuk SPD belanja kegiatan SKPD yang sumber dananya bersifat khusus,
berdasarkan besaran dana vang telah disalur;
e. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat
melakukan perubahan SPD atau dokumen vang dipersamakan yang
bersumber dan anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD vyang
menyelenggarakan lungsi SKPKD;
. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat
kondisi sebagai berikat ¢
1. Ketersediaan dana pada RKUD vang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas;

2. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak;

3. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

g. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yvang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 2
Pelaksanaan SPD

Pasal 19
Pelaksanaan SPD yaitu :

{1) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran Lkas
Pemerintahan Daerah,



(2) Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk
disahkan.
(3) Kuasa BUD menvampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

Bagian Keenam
Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

(1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas Pendapatan Daerah dimaksud
diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Daerah,

(2] Pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan
dan pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui
buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara
penerimaan/ bendahars penerimaan pembantu.

(2} Semua tahapan penatausahaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada
avat [1) memuat informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Paragraf 2

Pelaksanaan
Pasgal 21

(1} Ketentuan pelaksanaan penatausahaan pendapatan pada tahap penelapan,
penerimaan pendapatan, hmngga penyetoran pendapatan adalah sebaga
berikut:

a. Sermua Penerimaan Daecrah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya
melalui Rekening Kas Umum Daerah (RRUD);

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan fidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut;

¢, Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannva ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari;

d. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi
objektil lainnya, penyetoran penerimaan dapal melebihi 1 (satu) hari yang
diatur dalam Peraturan Bupati;

e. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas
setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik;

f. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau
non tunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda
setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima
nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.




(2} Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga
vang dalam penguasaannva:

a. Lebih dan 1 (satu] har, kecuah dalam hal kondisi geogralis daerah sulit
dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan
jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penernimaan
dapat melebihi 1 (satu} hari ;dan

b. Atas nama pribadi.

(3] Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub nincian objek. Pendapatan
Daecrah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Ash Daerah (PADJ,
Pendapatan Transfer dan Lain-lain, Pendapatan Daerah yang sah,
Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan
daerah, dapat dibedakan:

1. Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan/atau

2. Pendapatan vang dibavar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapany.

b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan
dacrah, penatausahaan Pendapatan Daerah dilaksanakan sebagai
berikut:

1. Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh
Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesual dengan
jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

2. Penatausahaan pendapatan vang dibayar sendiri oleh wajib pajak
{tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan
sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

3. Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan padadokumen/bukti
meliputi:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b} Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Dj);

c¢) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPDj;

d) Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah (SPPD);

e} Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDEB];

fl] Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);

g] Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

h] Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i] Surat Tanda Setoran (STS);

11  Nota Kredit dan Bank;

k) Swurat Perjanjian;

] Dokumen penctapan lainnva yvang sah sesual dengan kKetentuan
peraturan perundangan-undangan;

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n) Bukt lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

4. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam
melakukan penvetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan
secara funai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan penerbitan surat tanda setoran [3T5) atau bukti lain vang
sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan di
dokumentasikan dalam Register STS.

b] Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan
dengan bukti notifikasi/nota kredit/ media elektronik lainnya.
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(3]

(4]
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(4] Penyetoran penerimaan Pendapatan Daerah dan Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah

Kuasa BUD menernima notifikasi/ nota kredit/ media elektronik lainnya.

c. Huang lingkup jenis pendapatan vang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan

wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD,
sebagai berikut:

Jenis Pendapatan | Bendahara Penerimaan .
Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD
vang memiliki tugas dan we:wcncm[.:
pengelolaan pajak.
Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD i
vang memiliki tugas dan ww—cnang
pengelolaan retribusi,

Hasil Pengelolaan Kekavaan Bendahara Penerimaan SKPD yvang

Daerah yang Dlplsahkan o Melaksanakan fungsi BUD, kecuali :
| Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah | 1. Hal-hal terkait pajak dan
| vang Sah retribusi tetap dikelola oleh
| Transfer Pemerintah Pusat : Bendahara Penerimaan di SKPD
-_'_]‘_r_ansfer Pemerintahan Daerah terkait,

| Hibah 2. Pendapatan BLUD dikelola olch

| Dana Dﬁ.rurat BLUD terkait.

“Lain-lain Pendapatan Sesuai 3. Pendapatan Hibah Dana BOS,

dengan Ketentuan Perundang- dikelola oleh Bendahara BOS.
undangan

Bagian Ketujuh

Tahap Penetapan dan Penagihan

Paragraf 1
Penetapan Pendapatan

Pasal 22

Dalam rangka pemungutan Pendapatan Daerah, Bupati atau pejabat yvang
diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan Pendapatan Daerah.
Penetapan pendapatan dapat berupa :

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDJ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKRB);

Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB] adalah surat
kefeiapan pajak yang menentukan besarnyva jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak, besarnva sanksi
administratif, dan jumlah pajak vang masih haras dibayar.

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak fwajib retribusi
sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan.,

Penagihan Pendapatan Daerahdapat dilakukan oleh petugas pemungut yang
ditunjuk oleh PA/KPA.

nan T



(6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen

penetapan.

Paragraf 2
Penagihan Pendapatan

Pasal 23

Penagihan atas Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara manual, surat
elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media elektronik lainnya,
adapun langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:

a. Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan surat
tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga;

b. Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesual dengan jadwal yang
tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan;

c. Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak pihak yang
melakukan pembayaran pendapatan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan kepada Pemerintahan Daerah;

d. Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara :

1) Petugas pemungut menvampaikan dokumen penetapan pendapatan dan
surat tagih kepada pihak ketiga;

2] Dokumen penetapan pendapatan vang disampaikan kepada pihak ketiga
dibuktikan dengan tanda terima vang ditandatangani oleh pihak ketiga;

3] Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-
SKPD.

e. Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

1) Petugas pemungut mengirim sural elekironik penagihan pendapatan
kepada pihak ketiga;

2) Petugas pemungul memberitahukan kepada PPK-SKPD dan Bendahara
Penerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan.

f. Proses penagihan melalul sistem digital dilakukan secara otomatis sesual
dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara
elektronik kepada pihak ketiga vang memiliki kewajiban untuk membayar
pendapatan daerah.

Bagian Kedelapan
Tahap Penerimaan Pendapatan

Pasal 24

{1} Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantua secara tunai, dilakukan sebagal benkut :

a. Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih,
pihak  ketiga menyvetorkan  kewajibannyva  kepada  Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu;

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uvang yang diterima
dengan jumlah yvang telah ditetapkan pada dekumen penetapan;

c. Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti
Penerimaan dan menyerahkan kepada pthak ketiga.




(2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan /Bendahara
Penerimaan Pembantu secara nontunai, dilakukan sebagal berikut :

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima
nota kredit/ notifikasi perbankan atas penenmaan pendapatan.

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
validasi bukti penerimaan sebagai berikut :

1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan; dan

2) Melakukan verifikasi untuk mengetahul kesesuaian antara jumlah
uang vang diterima dengan jumlah yangtelah ditetapkan pada
dokumen penctapan.

{3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu secara nontunai dianggap sah setelah Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

{4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan
tanda bulkti penerimaan kepada pihak ketiga vang telah melakukan
pembayaran.

(5] Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan dengan cara:
a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima

nota kredit/notifikasi perbankan dan RKUD atas penerimaan pendapatan

SKFD; dan

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
validasi sebagai berikut :

1) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan yang diterima langsung RKUD;

2) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak dunformasikan
secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib memnta bukt
transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;

3) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang
yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

(6] Penerimaan Pendapatan Daerah ke RKUD secara non tunai dianggap sah
setelah Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu
melakukan validasi:

a. Penerimaan pendapatan secara non tunal dapat dilakukan melalui
transfer dan rekening pihak ketiga dan/atau melaluwi kanal pembayaran
secara online vang disediakan olch penyedia jasa pembayaran (PJP) dan
lembaga keuangan bank dan non bank;

b. Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction
Process (ETP) antara lain : agen banking, mobile/phone banking, car
banking, Anjungan Tunal Mandiri (ATM), Internet banking,
QRIS /Barcode, tapping, Electronic Data capture (EDC), Cash Managemerit
System (CMB) dan transaksi berbasis elektronik lainnyva;

¢, Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi
secara periodik dengan Banlk.

Bagian Kesembilan
Tahap Penyetoran Pendapatan

Pasal 25

(1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu  wajib - menyetorkan
penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 han,
kecuali kondisi pgeografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelavanan jasa keuangan, serta kondisi

objektif lainnya.



{2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pener!maanfﬁcndahﬂra Penerimaan Pembantu wajib mnmmdahbukukan
penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam
waktu 1 (satu) hari.

Bagian Kesepuluh
Pembukuan Bendahara Penerimaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Dalam penatausahaan Pendapatan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas penerimaan dan
peniyetoran Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 27

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menjretenggﬁmkan pembukuan
terhadap selurubh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggungjawabnya dengan ketentuan:

cl.

Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran  pendapatandaerah

menggunakan buku-buku sebagai berikut:

1} Laporan Penerimaan dan Penyetoran;

2] Register STS;

J] Buku Kas Umum: dan

4] Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan bukubank

Dalam  melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan

menggunakan dokumen-dokumen lertentu sebagai dasar pencatatan, antara

lain :

1) Tanda Bukti Penerimaan:

2) Burat Tanda Setoran:

3] Nota Kredit Bank; dan

4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara

lain :

1} Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai:

2] Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening bendahara
penerimaan;

3] Pembukuan atas pendapatan vang diterima melalui Kas Umum Daerah.

Pembukuan vang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara

FPenerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.,

Pasal 28

(1} Pembukuan atas penerimaan tunai dilaksanakan sebagai berikut :

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penerimaan  pendapatan  secara  tunai  berdasarkan Tanda Bukti
Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) disisi penerimaan sesuai
dengan kode rekening pendapatan;

b. Bendahara Pencrimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penyetoran pendapatan secara funai ke RKUD pada Buku Kas Umum
(BKU) disisi pengeluaran;




¢. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik
secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan
oleh PA/KPA setiap bulan.

(¢) Pembukuan atas penerimaan di Rekening Bendahara secara nontunai
dilaksanakan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu secara nontunal berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit
atau notifikasi perbankan lainnya) vang sudah divalidasi pada Buku Kas
Umum (BKU) disisi penerimaan sesuai dengan kode rekening
pendapatan.;

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penvetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan] ke RKUD
pada Buku Kas Umum (BKU) disisi pengeluaran;

c. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik
secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan
oleh PA/KPA setiap bulan.

(3} Pembukuan atas Penerimaan di RKUD dilaksanakan sebagai berikut :

a. Bendahara Penenimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau
notifikasi perbankan lainnva) yang sudah divalidasi pada Buku Kas
Umum [BEU)] disisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan
kode rekening pendapatan;

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik
secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan
aoleh PASKPA setiap bulan.

Bagian Kesebelas
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 29

(1) Sebagai bagian dan tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyvampaikan
Laporan Pertanggungawaban, Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

(2] Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elelktronik.

(3] Penyampaian laporan pertanggungawaban penerimaan kepada PA melalui
PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 30

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan

ketentuan sehagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyvampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5
bulan berikutnyva;

b. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan
penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantiu dan memuat
informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang
ada di Bendahara. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut dilampiri

| dengan:
1] BEL;
2] Laporan Penerimaan dan Penyetoran;
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3} Register STS;
4] Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah;
3} Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

c. Hendahara Penerimaan SKPD  wajib menyampaikan  Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada
PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dan PA paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya;

d. Verifikasi LP.J Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai
bagian dan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan
daerah. Verifikasi tersebut meliputi :

1} Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannva vang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait:

2} Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya vang
terdokumentasikan dalam buku ataulaporan terkait;

3} Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

e. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menvampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

Bagian Keduabelas
Tahap Penyusunan Laporan Pertangpungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Penerimaan

Paragraf 1

Bendahara Penerimaan Pembantu
Pasal 31

{1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan
BEU.

(<) Bendahara Penenmaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran.

(3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti
penerimaan vang sah dan lengkap.

(4] Bendahara Pencrimaan Pembantu menvampaikan BKU, Laporan Penerimaan
dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang
sah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal
5 bulan berikutnya

Paragral 2
Bendahara Penerimaan

Pasal 32

(1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU.

(2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.

(3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan
dan penyetoran yang lengkap dan sah.

(4} Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban vang dibuat oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnva.

(5} Bendahara Penerimaan melakukan wverifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu.




{6) Bendahara Pencrimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan
gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

Bagian Ketigabelas
Tahap Penvampaian LP.J Administratif

Pasal 33

(1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. Laporan
Pertanggungjawaban tersebut dilampini dengan :

a. BRU;

b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran;

c. Regster 5TS;

d. Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah;
e. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

(2] PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menehti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya vang
terdokumentasikan dalam buku ataulaporan terkait;

b. Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

¢. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penvetorannya

(3} Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan,
maka PPR-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan.

(4} Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalam
proses venfikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan tanggung jawab
verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran.

(5} Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara
Penerimaan yang telah diverifikasi,

Bagian Keempatbelas
Tahap Penyampaian LPJ Fungsional

Pasal 34

(1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan [approval),
menvampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
PPED selaku BUD

(2] PPED selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi penerimaan.

Bagian Kelimabelas
Rekonsiliasi Penerimaan

Pasal 35

(1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPED selaku BUD
melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.




(2]
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(1}

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan
dengan ketentuan :

a. PPKD selaku BUD melakukan wvenhkasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1) Kesesuaian  perhitungan atas laporan  pertanggungjawaban
penerimaan;

2) Ewaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan

3) Analisis capaian realisasi penerimaan.

b, Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPED
selalku BUD melakukan rekonsiliasi penerimasn secara periodik yang
dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi vang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuatl  informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajlan
dolumen vang dilakukan secara elektronik.

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesual ketentuan, vaitu:

a. Meneliti LP.J, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
RKUD;

b. Jika PPEKD selaku BUD menemukan ketidaksesuamian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD sclaku BUD meminta perbaikan kepada
Bendahara Penerimaan SKPD;

c. Sctelah melakukan venifikasi, PPED selaku BUD melakukan rekonsiliasi
penerimaan dengan mengidentifikas: transaks: transaksi pendapatan
yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;

d. PPKD selaku BUD menyviapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan;

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi
penerimaan.

Bagian Keenambelas
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan

Pasal 36

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi

daerah, Pemerintahan Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bavar

(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan

daerah, ketentuan uniuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah

sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang
dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan vang bersangkutan;

b, Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah vang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan;

c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah vang sifatnva tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga;

d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yvangsifatnya berulang
dan terjadi pada tahun yang samamaupun tahun sebelumnya, dengan
kriteria sebagai berikut:

1} Penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
2] Ohek penerimaan daecrah vang sama.
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{7)

(8

Informasi kelebihan atas Penerimaan daerah dapat berupa:
Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
Rekomendasi APIP;
Rekomendasi BPK-RI;
Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan/atau
e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesual dengan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan surat pengajuan dan pihak ketiga atas kelebihan pembayaran,
PA sesuai dengan kewenangannva melakukan proses verifikasi dan validasi,
vang dimaksudkan untuk:
a. Memastikan keabsahan bukti vang dl_jﬂd.lkﬂl"l dasar pengajuan.
b. Memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian,
¢. Unsur penvebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
1} Kesalahan vang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
4) Adanya keberatan vang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang
sudah disampaikan.
Berdasarkan informast kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil
verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuail dengan
peraturan perundang-undangan.
Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan
pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar (SKPDLB), Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya vyang
dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKEPDLE, S8KREDLEB atau dokumen
lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan
retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian
kelebihan penerimaan pajak daerah fretribusi daerah kepada BUD.
Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak
daerah/retribusi daerah dan PA, BUD menerbitkan Surat Perintah
Pembayaran (SP2] untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah/retribusidaerah.
Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyvajian dokumen yvang
dilakukan secara elektronik.
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Pasal 37
Ketentuan Pelaksanaan Penatausahaan pembayaran atas Kelebihan penerimaan
pendapatan yaitu :
a. Tahap Penerbitan SKLB :

1} Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan
pendapatan daerah;

2} Bendahara Petietimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau
permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah;

3} Setelah tervenfikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkanSKLB;

4} PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan

daerah.

Pasal 38

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan
Daerah:

Yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya.

H.




b.

Yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama Bendahara
Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan
yvang bersangkutan.

Pasal 39

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan
memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan Pendapatan Daerah dan
membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 40

Tahap penvesualan pencalatan vaitu :

.

(1)

(2}

Berdasarkan SP2D pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun vang sama, Bendahara Penerimaan
SKPD melakukan penvesualan pencatatan terhadap pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan
pencatatan penerimaan daerah.

Berdasarkan 3P2D pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah wvang
sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran
SKPKD melakukan penyvesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTU.

Bagian ketujuhbelas
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belama Daerah

Pasal 41

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui scbagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dan RKUD, yang mengurangi

ekuitas dana lancar, vang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan  vang menjadi  kewenangan provinsi  atau
kabupaten /kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penvajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, pelaksanaan belanja

diatur sebagai berikut :

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti vang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

k. Pengeluaran kas yvang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan
diundangkan dalam lembaran daerah;

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan
darurat danfatau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembayvaran setelah:

1} Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yvang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3] Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  wajib
menolak melakukan pembayaran dan PA/KPA apabila persyaratan tidak
dipenuhi;



f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung
jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib
pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening
Kas Umum Negara;

h. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan
sebagian UP vang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk pelaksanaan sub kegatan pada Unit SKPD. Sisa Uang Persediaan
wajib dilaporkan dan disctor kepada Bendahara Pengeluaran;

i. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada Penyvedia Barang/Jasa
atau melalui pemberian vang panjar terlebih dahulu kepada PPTK;

j- Pembayaran belanja secara sekaligus kepada Penyedia Barang/.Jasa atau
melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan
Dana (NPDj yang diajukan oleh PPTK;

k. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dan rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK;

. Dalam hal uang panjar lebih besar dan realisasi pembavaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan wuang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dan realisasi pembayaran belanja,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK;

m. PPTK bertanggung jawab sccara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pasal 42

(1] Ketentuan Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar:
a. Pengajuan Uang Panjar.

1) PPTK menghitung kebutuhan uwang panjar yang berdasarkan rencana
pelaksanaan sub kegiatan danDPA SKPD;

2] PPTK menyiapkan NPD;

3) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan;

4) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
rnenyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

2} Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PAJKPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sehesar yang tercantum secara non tunai
melalui pemindahbukuan dan rekening Bendahara
Pengeluaran,/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTE.

b. Pelaksanaan Belanja

1} Setclah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja
scbagai pelaksanaan sub kegiatan vang dikelolanva. Pada saat
pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukt
belanja vang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materil;



2) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PFTK menyusun rekapitulasi
belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti
yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagal bahan
pertangpungjawaban belanja;

3) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara
Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran
tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dan rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK;

4) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulast belanja terdapat
kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan
uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dan rekening
PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran.

(2) Ketentuan Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar :

(3]

.

Ver

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanyva dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak Penvedia
Barang/.Jasa;

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti
belanja yang sah sebagai svarat keabsahan belanja secara materil;
Berdasarkan bukti-bukt belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD;

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persctujuan;

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai
dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi;

Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai Pembayaran secara
non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dan rekening Bendahara
Pengeluaran; Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak
Penvedia Barang/.Jasa.

ifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran Bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan verifikasi belanja

den
i,

b.

.

gan langkah sebagai berikut !

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran,

Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan atas
pencatatan pendaftaran BMD;

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti
transaksi.;

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara
Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau
penyempurnaan,

Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ
Penggunaan UP.




Bagian Kedelapanbelas
Penetapan Besaran Uang Persediaan

Pagal 43

Penctapan besaran Uang Persediaan [sclanjuinva disebut UP] merupakan
kebijakan Pemerintahan Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam
keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan
oleh BUD, Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara membagi total belanja
UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP, dengan langkah sebagai berikut :

al

b)

]

d

(1)

(21

Menentukan besaran rencana belanja  dengan LSyang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja
tak terduga, dan belanja transfer;

Menentukan keseluruhan rencana belanja vang akan menggunakan UP,
dengan cara melakukan pengurangan total belanja bedasarkan DPA SKPD
dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung;

Melakukan proyeksi [rekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP
dalam setahun berdasarkan justifikast dan/atau pengalaman tahun-tahun
sebelumnya;

Menentukan besaran UP dengan rumus :

Besaran UP =

Rencana pembayaran belanja menggunakan UP

Proveksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam setahun

Bagian Kesembilanbelas
Pelimpahan Uang Persediaan

Pasal 44

Pelimpahan Uang Persediaan (UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara

Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP

bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD.

khususnya vang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut :

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKEPD dan
harus mendapatkan persetujuan dan Pengguna Anggaran (PA);

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan
scbagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara
non tunai melalui pemindahbukuan dan rekening Bendahara
Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu;

c. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait;

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan
UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran,

¢, Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disctorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dan rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.




Bagian Keduapuluh
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

Pasal 45

Proses permintaan  pembavaran memuat  informasi, aliran  data, seéria
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan
diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan
lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yvang dipersamakan dengan SPD;

¢. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
Kegiatan SKPD, disarnpaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalut PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yvang dipersamakan dengan SPD;

d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas 3PP UP, SPP GU,
SPP TU, dan SPP LS, sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu terdin atas 8PP TU dan SPP LS.

Bagian Keduapuluhsatu
Uang Pesediaan

Pasal 46

(1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP, Pengajuan SPP UP diajukan dengan
melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP.

{2) Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

(3) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD
melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK
Bupati.

(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan
rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam dralt SPM-
UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

(2] PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 [dua) hari sejak
proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan
kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;

b. Burat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD;dan

c. Lembar kontrol/ Check List kelengkapan dokumen yvang ditanda tangarm
PA dan PPK SKPD.

Bagian Keduapuluhdua
Ganfl Uang Persediaan

Pasal 47

{1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka mengganti UP, Pengajuan SPP GU dilampiri
dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP,

(2] SPP GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 75% (tujuh
puluh lima persen).




(3} Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

(4]

15

()

(7]

(8

(1)

(<)

(3)

(%)

a. Rincian belanja vang diajukan penggantiannya sampai dengan sub
rincian objek; dan

b. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB).

PPR-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP

beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran

dengan langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran,

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

¢. Menelihi kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen
perpajakan terkairt;

d. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan
UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyvempurnaan

kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya

SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD

menylapkan pengajuan Perintah Membavar GU vang didekumentasikan

dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran,

Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP vang telah

digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama

2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinvatakan lengkap dan sah untuk

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;

b, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD vyang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen; dan

¢, Lembar kontrol/ check list kelengkapan dokumen vang ditanda tangani
PA dan PPTK.

Bagian Keduapuluhtiga
Tambah Uang Persediaan

Pasal 48

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
SPP TU untuk melaksanakan kegiatan vang bersifat mendesak dan tidak
dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dan PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya,
Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU
disetor ke Rekening Kas Umum Daecrah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk kegiatan yang
mengalami perubahan jadwal danyang telah ditetapkan sebelumnya akibat
peristiwa di luar kendali PA/KPA.

FPTK menyusun rencana kebutuhan belanja vang akan didanai TU, untuk
memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan
pengajuan permintaan belanja TU, yaitu :

a. Kegatan vang bersifat mendesak: dan

b. Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UFP/GU.




()

(6)
(7]

8]
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(10)

(11)

(12]

(13)

(1)

PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU dalam Daftar

Rincian Rencana Belanja TU yang kemudian Daftar Rincian tersebut

disampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana

Belanja TU kepada PPK-SKPD.

PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU dengan

memperhatikan batas jumlah pengajuan

Daftar Rincian Rencana Belanja TU, pengajuan permintaan TU per obvek

belanja dapat melebihi jumlah maksimal sebagaimana disebut pada Pasal 47

huruf ayat (2], jika kegiatan dilaksanakan diluar daerah dan belanja modal

vang dilaksanakan secara swakelola oleh pihak tertentu.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti rencana

belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
teiah disediakan;

c. Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen vang
mendasarinyva.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

persetujuan permintaan pembayaran TU dalam bentuk SPP-TU kepada

PA/KPA melalui PPK-SKPD.

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja

TU, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai

berikut :

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan; dan

¢. Menelili kelengkapan dan keabsahan persvaratan pengajuan permintaan
Perintah Membayar TU.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau

penyempurnaan Kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu paling lambat 1{satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinvatakan lengkap dan sah. PPK SKPD/ PPK-Unit

SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membavar TU yang didokumentasikan

dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (duajhari sejak

proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan

kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi :

a. Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen;

c. Lembar kontrol yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPTK.

Bagian Keduapuluhempat
Lumpsum

Pasal 49

Belanja LS adalah belaja yang dananya langsung ditransfer langsung dan
RKUD ke rekening pihak ke tiga.




(2}

(3}

4

(51

(&]

(7]

Meskipun demikian pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai

belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dan

RKUD ke penerima (melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu),

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran :

a. Gaji dan tunjangan;

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

¢. hepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembavaran antara

lain:

Hibah berupa uang;

Bantuan sosial berupa uang;

Bantuan keuangan;

Subsidi;

Bagi hasil;

Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang

terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;

g. Pembayvaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan dan rekomendasi
APIP dan fatau rekomendasi BPK.,

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa

dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa

oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan

paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dan pihak ketiga melalui

PPTK.

FPengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persvaratan sebagai

berilut: (bagian barang dan jasa)

a. Bukti pembelian/pembayaran untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya
dengan nilai paling banyakRp 10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah);

b. kuitansi untuk Pengadaan Barang/.Jasa lainnya dengan nilai paling
banvak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah);

c. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan jasa konsultansi dengan
nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan
Barang dan Jasa Lainnya paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banvak Rp.200.000.000,00
([dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan pekerjaan Konstruksi dengan
nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 [dua ratus juta rupiah;

d. Surat Perjanjian untuk Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnva
dengan nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiahj;

e. Sural Pesanan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purcashing atau
pembelian melalui toko daring;

. Berbentuk  Laporan  Pekerjaan  untuk  kegiatan non  fisik
yvangditandatangani oleh rekanan dan disetujui oleh PA/KPA/PPTK;

g Berbentuk daftar definitii penerimaan gaji pokok, uang representatif,
tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, atau penerimaan lain
vang scjenis vang diterima oleh  Pejabat  Negara/PNS/Tenaga
Honorer/Tenaga Bulanan Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong vang ditandatangani oleh PA/KPA dan Bendahara
Pengeluaran;

e AR -




Daftar nominatif penerimaan honorarium atau penerimaan lain yang
sejenis untuk belanja pegawal/personal diluar Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong dan PA/KPA /PPTK dan Bendahara Pengeluaran;

Surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani
olech Pejabat vang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan vang berlaku;

Pembayaran biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional,
selain dibuktikan dengan nota dan pihak ketiga, dilampirkan kartu
kendali diketahui oleh PA;

Persetujuan pembayaran belanja tidak langsung lainnya seperti bantuan
hibah atau bantuan sosial dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Persetujuan pembayaran pengeluaran pembiayaan dan pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

. Kuitansi tagihan Penyedia Barang/Jasa yvang ditandatangani oleh yang

berhak;

Surat tanda pengesahan belanja vang ditandatangani oleh bendahara
pengeluaran dan telah disetujui oleh PA/KPA;

Telah serta catatan lainnya dan atau disposisi atas telaah tersebut
merupakan bukti penunjang sebagai bagian untuk menerbitkan bulkti
dasar sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Melampirkan print out e-billing untuk pembayaran atau penyetoran pajak
secara clektronik.

Bagian Keduapuluhlima
Ketentuan Pelaksanaan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan
Tunjangan, Pengajuan Permintaan Pembavaran LS
Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengajuan Permintaan
Pembayvaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Paragraf 1
Permintaan Pembayvaran LS Gaji dan Tunjangan

Pasal 50

(1) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan scbagai dokumen
pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.
{2) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi :

.

b

Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai
kewenangan;

Salinan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh meliputi:

1) Gaji indulk;

2] Gaji susulan;

3) Kekurangan gaiji;

4) Gaji terusan;

5) SK CPNS;

6) SK PNS;

7] SK kenaikan pangkat;
8) SK jabatan;

9) Kenaikan gaji berkala;

10) Surat pernyataan pelantikan;

11) 5urat pernyataan melaksanakan tugas;
12) Daftar keluarga (KP4);

13) Fotokopi surat nikah;



14} Fotokopi akte kelahiran;

13) Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

16) Sural keterangan masih sckolah/kuliah;

17) Surat pindah;dan

18) Surat kematian.

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya.

{3} Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen
pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja gaji dan
tunjangan dengan langkah antara lain:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dan
tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja gaji
dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan;

¢. Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

{4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] Bendahara
Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan pembayvaran LS Gaji dan
Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan,
Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.

Paragraf 2
Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
Pengadaan Barang dan .Jasa

Pasal 51

(1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan
L3 Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan
dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan vang dimaksud antara lain:

1) Dokumen kontrak;

2) Berita acara pemeriksaan;

3] Berita acara kemajuan pekerjaan;

4) Berita acara penyelesaian pekerjaan;

5] Berita acara serah terima barang dan jasa;

6] Berita acara pembayaran;

7] Surat Jaminan bank;

8] Surat relerensi/keterangan bank;

9) Jaminan pembayaran dan bank vang sama dengan bankRKUD;

10} Surat pernyataan kesanggupan dan pihak lain/rekananuntuk
menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir
masa kontrak;

11} Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dan penerusan
pinjaman fhibah luar negeri.

b. Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan jenis atau sifal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

{2} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi
rencana belanja pengadaan barang dan jasadengan langkah antara lain:

a. Meneliti dokumen 5SPD terkait untuk memastikan danauntuk belanja
pengadaan barang dan jasa yang akandiajukan telah disediakan;

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan
barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

¢. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga,
Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen pengadaan barang dan
jasa.




(3] Berdasarkan  hasil  verifikasi, Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS
Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-L3
Pengadaan Barang dan Jasa.

(4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
persetujuan perminiaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK unit SKPD.

Paragraf 3
Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
Repada Pihak Ketiga Lainnya

Pasal 52

(1} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS
kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan
dokumen pendukung lainnya.

(2} Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnva sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan Keputusan Bupati
danfatau dokumen pendukung lainnva yang telah diverifikasi oleh
bendahara pengeluaran.

{3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi
rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnva sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan langkah antara lain:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembavaran kepada
Pihak HKetiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD  terkait untuk memastikan dana wuntuk
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan Keputusan
Bupati dan /atau dokumen pendukung lainnva.

{4) Berdasarkan  hasil verifikasi, Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga
lainnya vang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya,

{3} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
persefujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnva tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD.

Bagian Keduapuluhenam
Perintah Membayar Lumpsum

Pasal 53

(1) Perintah membayar adalah kewenangan vang dimiliki Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan
dalam DPA SKFPD.

(2} Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yvang sekaligus menandai pengakuan
belanja tersebut,

(3] Proses petintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, dan diatur sebagai

herikut:




Berdasarkan SPP-LS vang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPKSKPD/PPK Unit
SKPD melakukan verifikasi atas:

1) Kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih;

2] Relengkapan dokumen vyang menjadi persyaratan/sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

3] Ketersediaan dana yang bersangkutan.

Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu vyang dilengkapi dengan dokumen-dokumen

pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-UnitSKPD melakukan verifikasi dengan

langkah berupa:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

2] Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

3) Meneliti kelengkapan dokumen sesual dengan jenis pengajuannya
berdasarkan Ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana
vang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;

4] Menehti keabsahan dokumen-dokumen pendukung: dan

5) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1{satu)

han sejak diterimanya SPP-LS5.

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak

menerbitkan SPM-LS.

PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak

memenuhi syarat, paling lambat 1({satu)] hari terhitung sejak diterimanya

aPP.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-

Unit SKPD menviapkan pengajuan Perintah Membayvar LS wang

didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh

PA/KPA.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua)

han sejak proses verifikasi dinyvatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tangeung Jawab Mutlak PA/KPA;

2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen; dan

3) Lembar kontrol kelengkapan dokumen yang ditandatangani PA/KPA

dan PPTK.

Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP vang

dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM wvang membebani tahun anggaran

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

PPK-SKFD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan

pencatatan pada register SPM.




Bagian Keduapuluhtujuh
Perintah Pencairan Dana

Pasal 54

{1) Perintah pencairan dana dibuat olech Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumiah uang dan RKUD berdasarkan SPM yang diterima dan PA/KPA.

{2) Perintah pencairan dana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD
dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan
SPP yvang diajukan.

{3) Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta

naan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik,

{4} Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut :

f. Ruasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM vang diterima dan
PA [ KPA vang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya;

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 {dua) hari sejak SPM diterima;

c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewsajiban untuk ;
a. Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat

Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA;
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD wang
lercantum dalam perintah pembayaran (SPM);
¢. Menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
d. Memerintahkan pencairan dana scbagai dasar pengeluaran daerah.
(5] Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA;

b. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK- SKPD (dilengkapi lembar Checklist
Kelengkapan Dokumen);

c. Surat Keputusan Bupati tentang besaran Uang Persediaan Anggaran.

(6) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. Surat Pernyataan Tangpung Jawab mutlak PA/KPA;

b. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK- SKPD (dilengkapi lembar Checklist
Kelengkapan Dolkkumen);

¢. Foto Copy/salinan SPD;

d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh dituangkan dalam Buku Pembantu Pajak
PPN/PPh; dan

e. Surat Pertanggungjawaban Belanja Fungsional (SPJ Fungsional) yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
vang telah di verifikasi oleh PPK-SKPD atas pengeluaran sebelumnya.

(7] Relengkapan Dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. Surat Pernyataan Tanggung .Jawab mutlak PA/KPA:

b. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK- SKPD (dilengkapi lembar Checklist
Kelengkapan Dokumen);

¢. Foto Copy/salinan SPD;

d. Surat Keterangan tentang penggunaan TU yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran.

(8] Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D Gaji dan Tunjangan
mencakup
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA;

b. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK- SKPD (dilengkapi lembar Checklist
Kelengkapan Dokumen);
c. Foto Copy/salinanSPD;
d. Foto Copy Berita Acara Rekonsiliasi Pegawai dari BPKSDM;
e, Surat Pernyataan Bendahara Gaji yang menerangkan (apabila ada selisih
jumlah pegawai antara Berita acara rekon dan kulit gaji);
Rekap Blangko Gaji/ Rapel;

o]
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£. E-Billing [PPh.21) Per SKPD (2 rangkap); dan

h. 1d Billing Simponi (Khusus TPP/Gaji terusan/Gaji susulan/Rapel).

{9) Kelengkapan Dokumen SPM-LS Barang dan Jasa untuk penerbitan SP2D

Pihak ketiga lainnyva mencakup:

a. BSurat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak PA/KPA:;

b. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK- SKPD (dilengkapi lembar Checklist
Kelengkapan Dokumen);

¢. Foto Copy/salinan SPD;

d. Resume Kontrak/Belanja Barang dan Jasa; \Salinan/ Foto Copy rekening
koran/buku rekening, NPWP, KTP, Rangkap E-Billing pajak sebanyvak 2
(dua} Rangkap;

e. Berita Acara Pembayaran ditandatangani rekanan/ pihak ketiga atau
Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran (dibubuhi materai vang berlaku);

f. Register kontrak OMSPAN (khusus belanja DAK Fisik);

g. Rekapan vang dibuat untuk belanja :

1} Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah;
2} Honorarium (panpel,narasumber,dan sejenisnyal;
Jd) Belanja Bahan Bakar Minvak dan sejenisnya

h. Kelengkapan lainnya yang dianggap perlu.

(10) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:

a. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutllak PA/KPA;

b. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD
vang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan/atau

c. Belanja tersebut melehihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.

(11] kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan
paling lambat 1 (satu) han terhitung scjak diterimanya SPM.

(12) Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang :

a. Baki rekening yang akan dicairkan;

b. Jumlah total dana RKUD yang dicairkan;

¢. Tujuan pembayaran dan jumlah total tersebut yang terinci menjadi pihak
penerima non-pihak ketiga (Bendahara Pengeluaran) atau pihak ketiga
Penyedia Barang/.Jasa

(13} Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank,
harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan

Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan

keamanan digital pada sistem masing masing,

(14) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan

Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Bagian Keduapuluhdelapan
Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pasal 55

(1} Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan
belanja vang menjadi kewenangannya.

(2} Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen vang dilakukan secara elektronik,

(3] Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembaniu menggunakan buku-buku sebagai berikut:



(4]

(=1

a. Buku kas umum;

b. Buku pembantu bank;

¢. Buku pembantu kas tunai;

d. Buku pembantu pajak;

. Buku pembantu panjar; dan

[. Buku pembantu per sub rincian objek belanja.

Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber pada

data, antara lain:

8. Bukti transaksi yang sah dan lengkap;

b. SPPUP/GU/TU/LS;

¢, SPM UP/GU/TU/LS:;

d. SP2D; dan

e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Penerimaan Uang Persediaan : bendahara Pengeluaran,/ Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  membukukan  penerimaan UP/GU/TU
berdasarkan sP2D-UP/SP2D-GU /SP2D-TU, dengan melakukan
pencatatan pada Buku Kas Umum disisi penerimaan dan pada Buku Kas
Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera
pada SP2D-UP/SP2D-GU fSP2D-TU:

b, Pelimpahan Uang Persediaan: pelimpahan sebagian UP kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran,
serta pada Buku Pembantu Bank disisi pengeluaran sesuai dengan
jumlah UP vang dillmpahkan;

c. Pergeseran Uang Persediaan : dalam hal Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU
vang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan  penerimaan, pada Buku Pembantu Bank disisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunal disisi penerimaan
sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser;

d. Pembavaran belanja oleh Bendahara : atas pembayaran vang dilakukan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan
bukti-bukti belanja vang disampaikan PPTK sccara tunai/non tunai,
dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran,
pada Buku Pembantu Kas Tunai/Bukua Pembantu Bank disisi
pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom
UP/GU/TU sejumlah nilai belanja brato;

e. Pemberian Uang Panjar: berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta
bukti pengeluaran uang/bukti lainnya wvang sah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian
uang panjar sebesar uang yvang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan
Buku Pembantu Panjar disisi pengeluaran;

f. Pertanggungjawaban Uang Panjar:

1) Berdasarkan pertanggungjawaban vyang diberikan PPTK atas
penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di
buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran;

2] Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dan PPTK,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
penenmaan sebesar yang dikembalikan;




3) Dalam hal terdapat kekurangan wuang panjar, Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan sclanjutnya mencatat di Buku
Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

Belanja melalui LS ; Bendahara Penpeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS

dengan melakukan pencatatan pada BKU disisi penerimaan dan sisi

pengeluaran pada tanggal vang sama, dan mencatat pada Buku

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar

jumlah belanja bruto;

Pemungutan dan Penyetoran Pajak:

1) Pada saat pemungutlan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU
disisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak disisi penerimaan;

2) Pada saat penyetoran ke FRekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU
di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran

Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani

oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan

PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Bagian Keduapuluhsembilan
Penvampaian Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran

Pasal 56

(1} Sebagai bagan darni  tugas dan  tanggungjawabnya, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menvampaikan
Laporan Pertanggungjawaban (LP.J).

Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud pada
avat (1) memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

(2]

3]

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPR-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD
wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang
vang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran
kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran
olehPA /KPA;

Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember;

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas
pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya;

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:



1} LPJ Penggunaan UP:

2)

3)

4)

a)
k)
)

d)

LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU,

LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja vang lengkap dan sah;

LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-
GuU;

Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan
sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penvampaian LPJ ini
diikuti dengan penvetoran sisa dana UP ke REKUD.

Pertanggungjawaban penggunaan TU :

a)

b)

c)

Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanva telah habis/sclesai dipunakan untuk mendanai suatu
sub kegiatan atau telah sampai pada waktu vang ditentukan sejak
TU diterima;

Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja vang lengkap dan sah:

PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasiterhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatanganioleh PA/KPA.

Pertanggungjawaban Administratif

aj

bj

cl

Pertanggungjawaban administratiil disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau perkegiatan yang dilampiri:

1. BEU;

2. Laporan penutupan kas (BKU); dan

3. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP,

Pertanggungjawaban Fungsional :

a)

bj

Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnyva;

Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dilampir :

1. Laporan penutupan kas; dan

2. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA;

Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari
dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.




Pasal 57

Pelaksanaan Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu meliputi:
Pertanggungjawaban Penggunaan UP.

A.

Al

by

Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ
penggunaan UP,;

Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP
UP dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Pertanggungjawaban Penggunaan TU.

Al

b

c]

dj

Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU vang
dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan
dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima;
Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA
melalui PPK-SKPD dengan dilampini bukti-bukti belanja vang lengkap dan
sah;

PPR-5KPD melakukan venbkasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum

chtandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai berikur :

a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

b} Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

c] Meneliti keabsahan bukti belanja;

d} Pertanggungawaban Admimstratif

Penyusunan LPJ

al Setiap akhir bulan, Bendahara PengeluaranPembantu menyviapkan
LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran;

b) Bendahara Pengeluaran akan menviapkan LPJBendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJBendahara Pembantu. LPJ
Bendahara memberikangambaran jumlah anggaran, realisasi, dan
sisa paguanggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatanvang
dilampiri:

1. BKU;

2. Laporan Penutupan Kas;

3. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penyampaian LPJ Administratifl

a) Bendahara Pengeluaran menyvampaikan LPJ Bendahara kepada PA
melalui PPR-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b) PPR-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratil dengan
ltm,glv.'.ah langkah sebagai berikut :

Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja vang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

2. Meneliti penerimaan SP2D vang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait;

3. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
belanja dan pengeluaran kas;

4. Apabila dalam proses venhkas;, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian danfatau ketidaklengkapan, maka PPRSKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran;

5. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK SKFPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ
Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran;




6. Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara vang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.
f) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani cleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran menvampaikan
pertanggungjawaban [ungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

bj PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai  bentuk
persetijuan;

¢] Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
1. Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP;

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yvang dilampiri bukti-bukti belanja yvang lengkap dan sah;

¢. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

2. Pertanggungjawaban penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yvang dikelolanya
telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima;

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampin bukti-bukti belanja vang lengkap dan sah;

¢, PR-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LP.J
pengegunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3. LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menvampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

1. BKU: dan
2. Laporan penutupan kas.

b. PPE-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan venfikasi terhadap LPJ

sebelum ditandatangam KPA untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketigapuluh
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun

Anggaran

Pasal 58

(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian
/ kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran
dapat terjadi akibat:

a. HKeterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang tclah disclesaikan
100% pada tahun berkenaan;

b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan vang mengatur mengenai pengadaan barang dan
jasa;




(2}

13)

(4

(=]

c. Keadaan di luar kendali Pemerintahan Daerah dan/atau penyedia barang
dan jasa termasuk keadaan Kahar (forcemajeure] sesuai peraturan
perundang-undangan;

d. Kewajiban lainnya Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan
yang bersifat tetap.

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap

pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan,

Pemerintahan Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam perda perubahan APBD:

b. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;

c. Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan ]'J-BkEI‘JEI-ElIl

sesual Ketentuan peraturan perundang-undangan vang mengatur mengenai

pengadaan barang dan jasa, Pemerintahan Daerah melakukan tahapan
sebagai berikul ;

a. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnva ditampung
dalam perda perubahan APBD;

b. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

c. Mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan
pembayvaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar  kendali

Pemerintahan Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan

kahar (force mojeure) sesual peraturan perundang-undangan, Pemerintahan

Daerah melakukan tahapan sebagai berikun:

a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian
pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan
bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian
Penyvedia Barang/Jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;

b. Kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeurelsesuai
peraturan perundang-undangan;

c. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam perda perubahan APBD;

d. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;

¢, Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintahan Daerah

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil

putusan pengadilan yvang bersifat tetap, Pemerintahan Daerah melakukan
tahapan sebagai berikut:

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintahan Daerah
sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

b. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjuthya ditampung
dalam perda perubahan APBD;

c. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;




d. Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembavaran.

(6) Dalam  rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui
tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(V) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintahan Daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD,

Bagan Ketigapuluhsatu
Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan

Pasal 549

(1) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai
berilout:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan  pengeluaran
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiavaan Daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiavaan Daerah sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerahtersebut,

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam
tahun anggaran berjalan untuk:

1) Menutupi defisit anggaran;

2] Mendanar kewajiban Pemerintahan Daerah yang belum tersedia
ANEEArannya;

3) Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran vang tersedia mendahului perubahan APBD:;

4] Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

2] Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanva
kebijakan Pemerintah:

6) Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

7) Mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan
dan yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan,
yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

e. Pemindahbukuan dan rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
sesual peruntukannya.

. Pemindahbukuan dan rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan
yvang bersangkutan mencukupi.

g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan,

h. Pemindahbukuan dan rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daecrah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa
BUD atas persetujuan PPKD.

\




(2} Penatlausahaan penenimaan pembiayaan mengatur beberapa ketentuan
schagail berilout:

da.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiavaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran:

Terhadap penerimaan dan pengeluaran vang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran;

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dan rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiavaan (BKPP);

Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melahu REUD:

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimasn;

Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi vang mengakibatkan
dacrah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat vang bernilai
uang dan pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:

1] Pemerintah pusat;

2] Pemerintahan Daerah lain;

3] Lembaga keuangan bank;

4) Lembaga keuangan bukan bank; dan

2] Masvarakat.

Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Dacrah dan pemerintah
pusat dilaksanakan melaluai :

1} Pembayaran langsung;

2) Rekening khusus;

Jd) Pemindahbukuan ke RKUD:

4) Letter of credit; dan

3) Pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisi penerimaan;

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Bagian TigaPuluhdua
Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal &0

(1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiavaan Daerah adalah
sebagai berikut:

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD;

a.




Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daersh dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah:

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiavaan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan

penerimaan dan pengeluaran Pembiavaan Daerahtersebut:

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah vang ditetapkan dalam

Peraturan Dacrah tentang pembeniukan Dana Cadangan;

Alokasi anggaran dipindahbukukan dan Rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan;

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas

persctujuan PPED.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk :

1. Meneliti Kelengkapan perintah pembayaran yvang diterbitkan oleh
kepala SKPRKD;

2. Menguwji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3. Mengup ketersediaan dana yvang bersanghkutan; dan

4. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran  Pembiayaan  tidak memenuhi  persyaratan  yang
ditetapkan.

(2] Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan, beberapa
ketentuan sebagai berikut ;

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiavaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran;

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatal penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sis1 pengeluaran;

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang uniuk penyediaan anggaran
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau
sanksi sesual dengan perjanjian pinjaman;

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri
untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Kepala Daerah
dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya vang
berisiko rendah;

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pernerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah;

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintahan Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan;

Pengpunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capalan sasaran vang telah
ditetapkan;

. Penyertaan modal Pemerintahan Daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal;




Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi Pemerintahan Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan;
Penyertaan modal Pemerintahan Daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah vang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan vang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
lainnva vang dimiliki negara;
. Pemindahbukuan atas penyertaan modal dacrah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain -
1. Peraturan Daerah tentang penvertaan modal; dan
2. Bukti transfer atas penyertaan modal dan RKUD.
Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas
penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan;
. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekavaan daerah
yvang dipisahkan;
. Hasil penjualan kekayvaan dacrah yang dipisahkan;
Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah vang
dipisahkan antara lain ;

l. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekavaan daerah vang

dipisahkan;

2. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah vang dipisahkan;

3. Nota kredit atas pemindahbukuan ke REUD.
Pembukuan atas Pemindahbukuan basil penjualan kekavaan dacrah yang
dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan;
Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan
surplus;
Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Dacrah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian
pembernian pinjaman/pemberian utang;
Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah vang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah lentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian utang/obligasi daerah;
Pembayaran pokok utang vang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui REUD;
. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran;
Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunasn dan penvajian dokumen vang dilakukan secara
elektronik.




BAB IV
PENUTUP

Pasal 61
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pengeluaran Keuangan
Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Rabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017
Nomor 412, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 AMei 2023

BUPATI REJANG LEBONG,

T e —
SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 23 Mer 2023

SEKRETARIS DAERAH
HKABUPATEN REJANG LEBONG,

YU FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 7//

ity T




L)

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 1Z TAHUN 2023
TANGGAL 2% Mer 2023

Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

KABUPATEN REJANG LEBONG
PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (DPA/SKFD)
TAHUN ANGGARAN ..................

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas
seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah :

a. Nama
b. NIP
s R S e e

Menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Pravinsi
=1 e R B s s sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah
Tahun ANEEAran .......c.icviivimmisenimersisi.
: I'-El:ld-u_ ! Nama Formulir

| DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD

i DPA-PENDAPATAN Rinciaan Anggaran Pendapatan SKPD

SKPD = o L
| DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD

| DPA-PEMBIAYAAN Rincian Anggaran Pembiavaan Daerah SKPD

| SKPD .

Demikian disampaukan dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Tanggal .......
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD

Nama Nama
M s ' e



Format DPA-SKPD

.1

KABUPATEN REJANG LEBONG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN .........ocove.

URUSAN PEMERINTAHAN: X
BIDANG URUSAN
ORGANISASI

Pengguna Anggaran :
a. Nama
b. NIP

c. Jabatan : ...

p XXX
P ELXMEX L

DPA-PENDAPATAN SKPD

| Nama Formulir
 Rincian Anggaran F'-ﬁndapatﬂn SKPD

DPA-BELANJA SKPD

| Hmﬂan Anggaran | Belan a SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

NIP, ..o

1] - S—

Tanggal .........
Pengguna Anggaran
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Ringkasan DPA-SKPD

Rabupaten Rejang Lebong

) Halaman ............
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGOARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA/SKPD

Tahun Anggaran ........
Organisasi : X.XX. XX .....ooeeenne.
Ringkasan Dokumenn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
| Pembiavaan Satuan Kerja perangkat Daergh _
Kode ;
Rekening l_l!m_lan Jumlah (Rp)
1 2 3
Pendapatan
Belanja |
i Surplus/|Defisit) o

' Penerimaan Pembiavaan

|||||

Femﬁiﬁyaan Neto

Rencana Realisasi Rencana Penarikan
Penerimaan per Bulan * Dana per Bulan *) . tanggal .....
Januar Ep. Januari | Rp. Pengguna Anggaran
Februari | Rp. | Februari | Rp.
Maret Rp. Maret ‘Rp. Nama
1 e e
April Ep. April Rp.
Mei Rp. T Mei  CTE Mengesahkan,
| i PPKD
Jum Rp. Juni REp
Juli Rp. i Rp. Nama
(EER TR %] R NIP‘ -----------
Agustus Rp. Agustus Ep.
' September Rp. ' September | Rp.




Oktober  [Rp | Oktober | Rp.
‘November |Rp. " November Rp.
Desember |Rp. | T o
Jumlah |Rp, T

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

MNo. Mama NIP | bt 1?“" i
angan
l |
; !
dst

*) Sesuai dengan peﬁ'n_ disasi SPD
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Format DPA-Pendapatan SKPD

Halaman ...........

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ' Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-
Kabupaten Rejang Lebong PENDAPATAN
__ Tahun Anggaran .......... SKPD
Organisasgi : X.XOXXX e

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan )
Volume Satuan Tant/Harga

{ Jumlah (Rp)

Kode
Rekening

Uraian

I
== Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan
perBulany . tanggal .
Januan Ep. Pengguna Anggaran
Februari Rp.
| ervavaressesanisesene | Nama
Maret Rp. NIP. .......
" April Rp. Mengesahkan,
A Aol e PPH D
Mei Rp.
Juni Rp. Nama
e NIP. .......
Juli Rp.
Agustus Rp. ]
‘September Rp.
o o .
November Rp.
Desember Rp.




||||||||||||||||||||||

Tim Anggararn Pemerintah Daerah :

No Nama | NIP | Jabatan Tanda Tangan

(2

2

Dst

* Sesuai periodisasi SFD




Format DPA-Belanja SKPD

93

DOHUMEN PELAKBANAAN ANGOARAN
SATUAN KERJA PERANGHAT DAERAH

Crpanimasi ; HEE. KN ..

A=

Eﬂuphnﬁhhin‘
Tahun Anggaran

Sy

Urian

Tﬂh'ul:l

— memmm IBIE_I&IMMEE
5

Belunj

Opera
i

Tahun

Belnn

Mobai

Bedin)
&

Tidak
Terdu

Helanj
-]
Trans{

B

Juml

Trhum+

Aja4]| 5

[§X

i
EL

12

i3

I3

£
é




Janar

EHkMQEIEEgg%éEIDnnnptrHuhn'}

ik e b

Februmrs

Marer

April
My

e

duni

Jusli

| Apustus

| Ep. ity
PP o wrwm i il e
B

Sepiember

L

PP cova bt gnd bt as

T PR

Crisesu ui oleh,
Pengguna Anggaran

-

PRIy
. (1 R

L RENEER]

Mistapkan cih
PPKD

P i
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Format DPA-Rincian Belanja SKPD

______ Halaman ..........
i DOHUMEN FPELAKSANAAN ANGGARAN Yormoir |
| SATUAN HERJA PERANGHAT DAERRAH DPFA-BRENCIAN
Provinsl Kabupaten Rejang Lebong BELANJA SEKPD
. Tahun

Nomor DPA =

Lifusah Pemenintahan £ i M e

Hidang Urusan e ;

Prograim 0 = 1
| Kepatan T — " =~
_Orgamsasi XX .. ;

Linit P NN L
_Alokesi Tahun- 1 1 Bp. ||ﬁh|lu||j-_'|
_Alokeasi Tahun : B berbdlang) =

Alokasi Tahun+1  : Bp. fierlampin
= Indikator dan Tolak Floir Kinerjo Heglatan

Masukan R

Keluaran

Hasil |

Keloarpusl Saaaran Kegiatan ¢

Bub Hegammmn XEX NN

Bumber Pendanann b, e i

Loknai | {Provinss mr@ Recarmatan, Kabupaten/Kate sampai Denag Keluraban

Keluaran Sub Bagean : |Kuanritas, dengan sstusn dieamian dengan,aub keguatan|

Wn]-ttu Felu.h:llnun  Mule .. E:nm_.ImI

Hﬂmwn BE

Eode ' Rincian Perhitungnn
Rekening B " Koefsien/Volume | Satuan [ Hargs PPN dumish (%P}
- Jumlah Anggaran Sub Heglstan -

Zub Kegiatan LMK 3
_Bumber Pendanann ; N

Lk IPrmmm _ug_u_lp: hmunn Kob/Kota sampai Desa/Felurshan|

Kelunran Bub Keginian jHu:u:r.l.m. d.:r:m l!.‘h.l.ﬂ.‘l'!_d&l_!-_l:l_‘lﬂ]-l’.ﬂﬂ desgansub krgistani

Wikt Ftlakmmm ! Mulad . s BATTIOAN oo

Releening i Koefisien/Voluma | Sabusn | Hugs | FeN | Tomieh (%)
= I

I Jumlab Anggaran Sub Hegiatan
___ Rencana Penarikan Dana per Bulan®] '

Junul-n 2 o O A . SR -
| r--'I:l'm."l Ry ==

April R

Mei — ip Namna

Jud ngl HIF. ...

{ s D
| Agtistus Ro ] Mengesshkan,

Sapiirm ber i FPHD

| Likaber ﬁp |
[ Menwmber Kp
| Dhesmiber Ry Hama |
| Tuirmlnky K [ 1 | S

Re Tanda Tangan
1
2 —
[ st P 7

*] Sesuai dengan periodisasi SPD
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Format DPA-Pembiayvaan SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ' Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-
rnmdn::nnugkuhL" ' PEMBIYAAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Ang_gamn Penerimaan P'engema_mn

Pembiayaan
Jatuan Kerja Perangkat Daerah
 Organisasi : X. }C}{HH ki e
- Kode '
Rekening Uraian Jumlah [Rp)
| i

Jumlah Penerimaan Pembiavaan

' Jumlah Pengeluaran Femhi_ayaan

- | Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per
L R T Stangaal ..
Januari Rp. Pengguna Anggaran
Februari E g~ B
e T T Ama
| Maret Rp. NIF, ...,
| April Rp. Mengesahkan,
L= sssssimesas PPKD
Mei Rp.
g e Nama |
---------------------------- NIF- e s
Juli Rp. |
Agustus Rp. _ ) !
|
September Ep.
Oltober Rp. =




o

November Rp. .
S Ep .......................
Jumlah Ep ----------------
"""" Tim Anggaran Pemerintah Daerah )
No Nama NIP Jabatan 'IT;;;;-[ |
dst

*| Sesuai dengan periodisasi SPD




FORMAT ANGGARAN KAS

GE

Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah
KABUPATEN REJANG LEBONG

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN ...........

Eode
Relkem
g

Upaan

Artjgara
n

Tahun
i [Fp

Triwulan 1 Triwalan 11

Teiwsslan 11 Triwulan IV

[P L =]

(Epy

Ja Ma | Ap T u
n i T r Mei 5]

il ke | Maw

o

Baido Awal Kas

n Asli Daerah

- Pasak Daersh

- Retribug Dasrnh

ol |

Pendapatan Transfer

Transfer  Penerima

dan

PR .

Belamia

Sisa Kes (Jumlsh alakasi kas yang |

BUD/KUASA BUD

Nama
NIP,



Format Anggaran Kas SKPD

Eade .
Peken Liraian
REH_E TENCANS

KABUPATEN REJANG LEBONG
ANGGARAN KAS

Jumlah | Trwulan 1 Triwulan I | Triwulan 1l | Trwulan V| UP
Apggara | Ja | Fe | Ma | Ap | Me | du [ Jdu | Ag | S= | Ok [No [ De | f
m n b r £ i n x| 5 B LE b s | Qu

| Ik

Jumilah rencang

ﬂuml-h TEM AT

Reknpan rencana
- Zub
Mo DPASSE | .,
PR o
n

| Jummlsh remeana
[ Tumlab reseomn

soneany TEDEERL s
Disiapkan oleh
BUD/KUASA BUD

Nama
NIP.
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FORMAT SPD

FPEMERINTAH EABUPATEN REJANG LEBONG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR ....ccocvnmenee
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

PPHKD SELAKU BUD
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja  kegiatan tahun
HNgRAaran ............ berdasarkan DPA SKPD/perubahan DPAJSKPD dan
anggaran kas vang telah ditetapkan, perlu disiapkan pendanaan dengan
menerbitkan surat penyediaan Dana fSPD,
Mengingat : 1. Peraturan Daerah ... tetang penctapan APBD/PABD/PAPBD

Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran ...
Z. Peraturan Kepala Daerah Nomaor ....... Tahun ........ tentang Penjabaran
APBD Provinsi Bengkulu.. Tahun Anggaran _.........
3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD*) Provinsi Bengkulu... Tahun .........
S o R SR
MEMUTUSHAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong...., Tanggal ........ Bulan .........
Tahun  ......... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsif Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ... . Menetapkan/mevediakan kredit

anggaran schagai berikut :
1. Dasar Penyediaan Dana

DPA/SKPD/Perubahan DPA-SKPD - .iivviiinnn, L TTrr I
2. Ditunjukkan kepada SKPD R S S
3. Kepala SKPD e R R e T A N R T SV
4, Jumlah Penvediaan Dana e 4 1
VTR e e e s s e |
3. Untuk Kebutuhan 5 R Bk i
6. lkhtisar Penyediaan Dana :
a. Jumlah Dana DPA-S8KPD /Perubahan - B st A s R
DPA-SKPD PIRRPMMNIRR v s iy i fnmain s i icnd |
b, Akumulasi SPD Sebelumnya ¢ o P P o bt LR R
o G T T e L i P PRECT R |
c. Sisa Dana vang belum di SPD-kan : 4 U
[T - . ke il e Kb R
d. Jumlah Dana vang di SPD-kan saat ini : BTN i R s o s
gLy T O Sy i
e. Sisa Jumlah Dana DPA- B o e R
SKPD/ Perubahan DPA-SKPD yvang FREETRIRIE  orvrrsscss s sapmrn ismbanery iy st ]

Belum i SPD-kan
Ketentuan-ketentuan lain

Ditetapkan di : ............
Pada tangeal : ............
PPKD SELAKU BUD

Nama
MNIP.



101

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Em MENEESEESEE
SURAT TANDA SETORAN (STS)

No. 3TS

Tanggal

Bank

No. Rekening T ——

Penerimaan tanggal A e A A

Harap diterima uang sebesar Rp. ....................... (terbilang

Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut :

' No Kode Rekening : Uraian | Jumlah
- : JUMLAH E—
Mengetahui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran,/Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan /Bendahara
Anggaran Penerimaan Pembantu
MNama Nama

1, | § R e R s
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Resister STS
PEMERINTAH EABUPATEN REJANG LEBONG
Em (R EEEERRUN N
TAHUN ANGGARAN ...........
REGISTER STS
Periode : ...cociviiannananns
No No.STS | Tanggal . 5ode Uralan | Jumiah | Saldo | Ket
I i Rekening | 2l
f—p—— _ s el
| .
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Penerimaan /
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama Nama
| 5 RPN, BIEE, i
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Lampiran : Surat Penvediaan Dana (SPD)

Momor SPD

Tanggal
SFKD

Periode

Tahun Anggaran
Nomor dan Tanggal DPA-

SKPD/Perubahan DPA-SKPD

-----------------------------

.............................

| Program, Kegiatan dan Jumlah
| | Sub Kegiatan Akumulasi SPD Siga
No | T ~— Anggaran
: Kode Nama SFD P"::"‘i Anggaran
i —
Jumlah Il )
Jumlah Penvediaan dana Rp. ...,
(terDIATIE ....cciveinniaas el o i e e bl 2 ]

Ditetapkan di :

Pada tanggal

PPKD SELAKU BUD

MIE. c i



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

SKPD ...

TAHUN ANGGARAN .........

BUKU KAS UMUM

Periode :

No. | Kode

Penerimaan | Pengeluaran

Salde

No ! Tanggal .
i

-+ N

| Bukti Rekening ° o2n

Saldo kas di Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu

R |
Terbit dari ;

a Tunai Bp. .......cccceei

b Bank Bp.........ciconi

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

NIP.

Disiapkan oleh,
Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan

MR i
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Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
EHP'D LLELRRE RN}
TAHUN ANGGARAN .........

EUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periode : ....iccecinens

'No Tanggal B‘l::t i Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Disetujui aleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan
MNama Nama

] L AR MR, i
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Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BREPD .......cos.
TAHUN ANGGARAN .........

BUKU PEMBANTU BANK

Pnﬂﬂ-' : ATlrsEEEERE
, . .. : : =
No | Tanggal mnkl:i Uraian  Penerimaan | Pengeluaran Saldo
- L | | : | I
. — _
Disetujui oleh, Disapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan /
Kuasa Pengguna Hendahara Penerimaan
Nama Nama

DI Ll iia NIP. ..........



{1

LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN /BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE :

A. Penerimaan Rp. ..........ooiivvunnen.

1. Tunai melalui bendahara penerimaan i TR T R R T
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu R o R A
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan |74 T
4. Melalui ke rekening kas umum daerah ] PR e

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1T+A2+A3] RBp. ovvvvveciieeenns

C. Jumlah penvetoran B i
D. Saldo Kas di Bendahara 7 o A D R,
|. Bendahara Penerimaan 4 o TN
2. Bendahara Penerimaan Pembantu 14+ N
3. Bendahara Penerimaan Pembantu Rp. ..
G, Dat s Rp. ...
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
Nama Nama

NP i, NIP, .



[OF

Laporan Penerimaan dan Penyetoran

Rekonsiliasi Penermaan

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Em 18 A FFENER

TAHUN ANGGARAN .........

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Periode ¢ ....cccecvvnnnn

[ PENDAPATAN i PENERIMAAN | PENYETORAN '
| Kode ' :
M Mo, M.
irmké Nama Hekening | Tanggal Bala | Jumlah | Tanggal | Bukti Jumlah
| — : - . |
2 [ [
3 | i . .
4 i |
| 3 '
6
¥
| & ?

' Jumlah Penerimaan : I

| Tunad : Rp. |
| Non Tunai Rek SKPD : Rp.
i RREUD ‘Bp. ..
| TOTAL : Rp.
| Jumlah Penvetoran :
Tunai : Rp.
Transfer ) 4 e
| TOTAL _ :Rp.
| Saldo Kas di Bend Penerimaan :
| Tunai : Rp.
| Bank : Rp. 1

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Disiapkan oleh,
Bendahara Penerima/
Bendahara Penenma

MNama
1 4R RS




1K

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
REKONSILIASI PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN .........

A. Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan Rp.
B. Transaksi-transaksi pendapatan vang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat
oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

. PR R e S e o L Rp.

D L R e Ep.

c. Dst B it o s
Total REp.

C. Error/Kesalahan Pencatatan Penerimaan

B i e A A R REp.

o T Rp.

¢, Dast Ep
Total Rp

Nota Pencairan Dana

SKPD ........
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
| . [ T ST S Tanggal : ....ccoonmeinias
| Jenis NPD : O Panjar O Tanpa Panjar
| Program
| Kegiatan  an et e
| Sub Kegatan | ..o

| No. DPA 4
| Tahun Anggaran
| Rindan Belanja :

Kode ' Sisa - g
i_Nn | Rekening | Uraian | Anggaran | Anggaran Penricairan | |
| o i
= .2 :
Jumlah |-
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Angegaran/Kuasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

Nama Nama
PRLEYS asiiivny i ]
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SPP-UP
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SUARAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOIWOP | oivicovinsivimmiasssomitssiiisinit birabiss
Uang Persediaan _
== = SPP-UP
1. Nama SKFD - [ ——
2. Nama | Pengguna Anggaran |t rie s Vv r bbb s i Rs (b v i AP B e |
3. Nama Bendahara Pengeluaran B B e e e e LT |
4. NFWP Bendahaa Pengeluaran T e R i '
5. Mama Bank b 2= o ot oo R Y !
6. Nomor Rekening Bank R ——————
7. Untuk Keperluan D
8. Dasar Pengeluaran | = SPE .. N
e ——— | |tanggal ... S
SRORNAT | B, i
(Terbilang
N Ul == 5 e S e s J
MNo Uralan
| | SPD =
TARRIEL 2 o vries crmimrsmnrmesnranes Nomor : Ep.
Tanggal & i Nomor Rp N
LERE o pa st et R e S B T TN Ep .
II | SP2D Sebelumnya )
TRl = L Nomor ! Rp.
G e e—— e — | Nomor Rp
LI i st Dst Ep -
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran vang diperlukan sebagaimana
tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini,

............. , tanggal ...........
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)
{nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli: Untuk Penpgguna Anggaran) PPE-SHPD
Salimon 1 Unfuk Kuosa BUD

Saliman 2 | Uniuk Berdahira Pesigeluwran
Halimam 3 - Untuk Arsip Bendshars Penpgeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UF)

-
Hﬂm“‘i (LR SRAR L1 LEES SRR R AR LLL R Rl LLL L Ll

Tlh“.n hﬂm = (EERLEIELEL RSN RLELL]

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No  Kode Rekening Uraian | Nilai Rupiah

_Nama Kegiatan /Sub Kegiatan |
1. | MK KX XMNX.XXKX

2, | XXX IRNRE | iciiisiimniiisisiiaias soidonpisen i

| 3. |Dst ]
 Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

T RO0 XXX XX XXX
L9, 9,0.8,8.9.9.¢,0.0,¢ QRN

=

| Vo | XXREX IR ECERE: |'vciiucneisipmoims
I B'__Ds't . l
F.ﬂmfﬁ_ Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9,
10

R O RR RN | oo inogemsmnarsssssiizss |
10. | Dst

Tertalargy i #8 .o coonsromsimsuninpisasrenies ruprich# #

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

s, § § SRR e

Tempat, Tanggal
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap]
MR i
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PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Hnmnr : LR N RN TSR RN AN L AR

Ganti Uang Persediaan

SPP-GU
1. Nama SKPD :
E Nﬂ.mﬂ. PE“ Eu“ a ;"H'IEEE.I‘H.I‘.I — : B e = A L R Aol o A Rk b d e ATk D al L
3. Nama Bendahara Pengeluaran :
4. NPWP Bendahara PengeluBBTY [ 2] it anians
5. Nama Bank o
6. Nomor Rekening Bank A
7. Untuk Keperluan e R R A S
8. Dasar Pengeluaran — Sevpvey e
T Sebesar - Rp
- | FTEFDUMEIMY o i daiasicndiniinnamia s v vt }
No Uraian S
| | SPD
Tanggal : Nomor Rp
THOEIRL & v irrsrasesinnisniirassin | Nomor T Ep
| Dst Dt Rp
| | —
Il  SP2D Sebelumnya
Tanggal @ ..ocovvveeec e Nomor : | Bp.
TemBeEal : ocaaiimeiim | Nomor Rp.
| (DBt ~ 1D8t:.cccen |RP.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran vang diperlukan sebagaimana
| tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

» tanggal .,
Bendnhm Pangalumn

(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

| Egmbagr Asli: Unink Penggroa Angoaran/ PRE-SERD
Sagbfnan 1 : Uniuk Kuasa BLD

Salfman 2  Unrk Bendabam Bengelueran
 Salinan 3 Uniuk Arsp Bendahore Pespeluamn
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PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

-
Hmﬂr LR R L bR R RN L LEERER RLLLEL]

Tlhun. h“m : (RS RIS T SRR EE R S L L L]

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No | Kode Rekening ' Uraian | Nilai Rupiah |

1 [ XXX XX.XX.XX.XXX
| 2. | KX A KR XK XX
| 9. | Dat G
| Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. | X200 00X XXX

| Nama Kegaitan/Sub Kegiatan 3
| 9. | XXXXKXKXXXXX

| 10. | Dst =] -
TOTAL
Tarbilary i B ...cooiioenemsnrisimanasssiisnrianes rupiahi§
Mengetahui/ Menyvetujui : {Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) [(Nama Lengkap|
|} | 2 NIP. oroiriracenraanas
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SPP-TU
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBEAYARAN [SPP)
IO & s s s i
| Tambahan Uang Persediaan
BPPF-TU
1, Nama SKPD/Unit Kerja _ { s Bhae e i st bE A B

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan
3. Nama Pengeuna anggaran/kKuasa Pengguna

—_OTERERTan — _——
4, Nama PPTK b & e e
5. Mama Bendaharan Pengeluaran/Bendahara : i

Pengeluaran Pembantu
G, NPWP Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembaniu
| 7. Hama Bank
#. Nomor Rekening Bank

g, Untuk Keperluan

. 10, Dasar Pengeluaran
i {Terinlang
........ rasarernsararesnnrnnsrennsenssf -
No Uraian
| | 8PD |1I I
b2 1 | BB S PUU A TLTRCe: Momaor ; Ep.
| Tanggal: ...... S L Nomar : Rp,
|
| DL i T T T TR IeTy Det: o | R I
| 1l | BP2D Sebelnumnya
i | Momor : Rp.
TIEEERAL S 4w s vos g wvion e wsimd s i MHomar : = R,
L T st : Ry,

| Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran vang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPF ini,

I
vemeeeneny ETIEERY L .
Peojabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu
(tanda tangan)| (tands tangan|
(Hama Lengkanp) {Mama Lengkap)
NIP. NIF.
Lembar Asli : Untuk Pengguna Angegaran / PPR-SKPD
Balinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Saliman 2 : Untuk Bendahars Pengeluarn /PPTKE

Balinan 3 ; Untuk Arsip Benbahara Pengeluaran PPFTE
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—— — ]

PEMERINTAH EABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN (SPP-TU)
NOMOTP | ceevnircnscnmssnsnsnsnsmsnnns

Tahun Anggaran @ .....cccceesnnens

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No | Kode Rekening | Uraian Nilai Rupiah
Hama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

. J{J{KH{J{}I .‘-'{.‘-'{ XXX

2, | X000 KN XK XXX

(3. | | Dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
a4, | X000 XXX

3. | X XK XX, XXX
6 | RARXR XX 0 i R,
(PP, 5,9, 90,0, 06.0.9. 0, 6,0,9,1

8. |Dst .
‘Nama Hﬁglatanfﬂub l{eg:atan 3 3 =
9. [ XXX XXXX.XXXXX |
[10. [ Dst | IS
TOTAL
g T R L A —— rupiahtt#
Mengetahui/Menyetujui: [Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Anggaran Pengeluaran Pembantu
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP,
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SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMEBAYARAN (SPP)

FROIENONT 22 v i s s S S ey
Langsung Gaji dan Tunjangan
BPP-LS —k
1. Nama SKPD/Unil Ketja = 1w i
4, Kode dan Nama Sub Kegiatan -
3. Nama Pengguna Angparan/Kuass PEREEUNA |1 | oo mems i e
A n
4. Nama PPTK
5. Nama Bendahara Pengeluaran £
6. NPWP Bendahara Pengeluaran } : |
7. Nama Bank i o, " "
8. Nomor Rrekening Bank | : '
_‘J Untuk Keperluan |
10, Dasar Pengeluaran V| BPD e TROTOT i e tanggal
o El:h-l.:z-lm.' B aiiarsioninicasiiane
e I — J
el Uraian |
1 | SPD =
Tangeal Moamor Rp
Tangeal Numnr .......... | Rp
Dst : 5 R . | Rp. )
|
Il SP2D SBebelumnya |
TRREERL L ioiyint ivms sisibr i i sasmrisant Momor | Rp.
‘I'a.nggaj e R I?-Ium::ur -------- Rp.
8L 2 iensiie e e e I;éi.:-:-...'-'-:-'.-'..'-'-'.-'.-!.'_':".!'.'1‘_'._.EEZ‘ = e -

kelengkapan dokumen SPF inl,

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar

| Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[tanda tangan)

[Nama Lengkap)
HIP.

Lembar Asli : Uniuk Pengguna Anggaran / PPR-SKPD
Balinan 1 : Uniuk Kuasa BUD

Saliman 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran f PPTE
Baliman 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran / PPTR

, tanggal ...
EI-III.I.III.I.'I. l’lnlilnaﬂ.n

[tanda tangan)

[Nama Lengkap)
NP,
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Ilustrasi Dokumen Perintah Pencairan Dana antara lain sebagai berikut :

SPZD-UP

FORMAT SP2D-UP

PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*) ........ SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
|sP2D)

NORHEE & wvarifnsmarnaninbidnns

Dari ' BUD/ Kuasa BUD
Momor SPM - NPWP

| Tangeal : Tashun ﬂ;nggu.mn
| Mama SKPD

Eﬂiﬂ{ PPETURELTTIEL: §. 5 e s 0 A B R T B P B i

Kepada
Bunl: i1 1] et § 1o T R e O M U D
Keperluan Untuk R R LS e DR SR LNy

Pagin Anpgaran @ B oo e

Neo Kode Kegiatan/Sub Kegiatan I.lﬂhn ) Jumlah (Rp]

_H;n_ ke’ ' ...:-Inu'._ﬁ;_....-. srstin 3 —— r.E,P'

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP20D

Uraian (No. Rekening) | Jumlah [RP) HKeterangan

 8P2D yang Dibayarkan :

| Jumiah yang Diminta 3 ) B i v soimp gl

,.Jum]ah Polongan 5 PP

| Jumlah vang Dibayarkan o

f Uang Sejumilah
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| Lemmhar 1
| Lembar 2
Anggaran
| Lembar 3
Lembar 4+

: Bank Yang Ditunjuk
: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

; Arsip Kuasa BUD
. Pihak Penerima

Daerah

{tanda tangan)

iNama Lengkap)
MIP,




114

SP2D-GU

FORMAT SPZD-GU

EURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA®) ........ IBP2D)

Nomor SPM Dar : BUD/Kuasa BUD
Targgeal . NPWP -
Nama SKPD Tahun Anggaran

ST TR TR it 1 e R L R PR 4 P P P R b e W

Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari Baki Rekening Nomor = .o
Uang Sebesar Bp. ...oocinvnninncin [TEARGAR i, J

Eepada e e R NS
NPWF e i A il A
No. Rekening Bank

Banl Penerima

Eeperlaan otk ©oicaieineicnunininusmee

Pagu Anggaran B e e e

 Ne Hode Keglatan/Sub Kegiatan Uraian | Jumlah (Rp)
l e ||

2 | ]
3 | 1

PoLOTgAT-POLONEAD |

No | Uraian [No. Rekening) | Jumlah [Rp) Keterangan
1 |

&

et —

3

Informasi ffidak mengurarg pomloh pemibaagoran SP200

H{? Uralan [No. Rekening) Jumlah (Rp) Heterangan

| 2
3

| T rra e o

Jumlah Potongan B i s g

;_Ju mlah yang Dibayarkan 4 | T T T

e

Uang Sejumlah

| Lembar 1 . Bank Yang Ditunjuk , tanggal ..

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/KPA H‘ﬂmhndlhul 'Uﬂlm.mm h
Lembar 3 . Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima [tands tangan)

[Mama Lengkap)
L NIP.
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iy —
SP2D-TU
FORMAT SP2D-TU

| SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PROVINSI/KABUPATEN/HOTA*) ........ {8P2D)

Momor SPM Dari s BUD/ Kuasa BUD
Tanggal : | NFWP :
Mama SKPD : Tanan Anggaran

Bank Pengiring ;
Hendaklah m:n:a.uimnjmmmdahhukuka.n dzu] I':iE.I:! B.'el-:ening Hmnur .......................
Uang Sebesar Bp. .o aadbas g i O e T |

Repada  RAREEe R LEER YRR LR RRE R Ty
HEFWE s e

No. Bekening Ehml-: . T
Bank Penerima Ay R R e R S A
FepErl e IIIK | o epannspansnns cun punpmns panpavassy

Pagu Anggaran CTREEG wrrrsnsrsnsrrrnsyras e ey sy

No |  HKode Kegiatan/Sub Kegiatan Uraian Jumiah (Rp)

Fl Leahialad

g
E
E
F
!’E

P

Jumiah |
]n[nrmam ftidak mengurorig fumnlah pﬂmﬁﬂynmn SP2N)

'__ No | Uralan [No. Rekening) Jumlish (Rp) Keterangan

|.h-l'.-.|b.3|—-"

Jumlah

8P2D yang Dibayarkan

 Jumlah yang Diminta BB i i

Jumlah anngan N T A

_Jumlah yang Dibavarkan | o e s

Lang Sejumlah

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggeran/HKuasa Pengguoa .00 o LANERAL oinsisrrarire
Huasa Bendahara Umum Daerah

Anggaran
Lembar 3 ; Araip Huasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

{ianda tangan)

[Mama Lengkap]
NIP
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SP2D-LS
FORMAT SP2D-Ls

SURAT PERINTAH PENCATRAN DANA
FROVINS]/ KABUPATEN /KOTA*®) ........ ISP2ZD)
| NOmIOT & oovviieisisresnniens

= 1

Momor SPM Dari : BUD/ Kuasa BUD
Tanggal ; NFWP £
Mama SKPD ; Tahun Anggaran

Bank Pengirim : .
Hendalkinh rrrmw.:rimn,fme mindahbu}r.u]-:an dan E!ﬁ]-n Rclr:enmg Nnmnr

Uang Sebesar RP. et (Terbilang ... ...J

Kepada i e e e
NFWP e S e i v A S b
Mo, BEekening EIEnIl: R T PRLE LI PR LHE P R

BEOK PERBTIITE 1§ vusivsmiiim i i his s
B Gl [ 1l 1D | TR U B S P o 3y ey

| Pagu Angearan ERRDN adiinssiinnd nmniminsi sanniinnasnnnnionnns

No Kode Kegiatan/Sub Keglatan Uraian Jumiah (Rp)

Jumlah

Potongan-potongan

No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

e ——— v e e e

Informasi fridak nwr@r:mng!;um!ﬂh ;.:fmha{mmn ﬁﬂ}

No Uraian {No. Rekening) ~ Jumlah (Rp) Keterangan

£ G D

Jumliah

SP2ZD yang Dibayarkan

Jumlah vang Diminta B b bl s bl s

e

— : -
Uang Sejumlah

CLembar 3 Arsip Kuasa BUD
| Lembar 4 : Pihak Penerima [Eandia tangan)

(Hama Lengkap)
MIP.
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SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOT § .

B Langsung :Bi.-rllq._" g dan Jasa >

= SPP-L8

| ——

{ 1. Nama S8KPD/Unit Ketja i R T T T e R ——
2. HodedenMama SubKeglatan == 1] iseeasseseressseiaiassessiisa s e
3. Nama Pengguna Angearan/ Kuass Pengguna

Anggaran .

| 4. Nama PPTK - oy s ma A e P LI 8 A AR AP ANEEEAET
3. Nama Bendahara Pengeluaran I -1 = i A L Ak A S K T B A
6. NPWP Bendahara Pengeluaran ] commesbes e i s s i
7. Nama Bank i I e e R R 1
& MNomorReenmg Banke:. = 0 00 0 [ P] 0 scisccccscoaassiiesstecssiecscas

9, Uniuk Keperluan
10. Dmsar Pengeluaran SPD .. Homar . tangeal

= : i
) LTI o niisnsnasbsmndunns ranbn i e i amai
No _ Uraian

I | BPD

£ 10 e A PR e BT PR RrT, Ve SR TP, Momar Ep.
T Nomar - Rp.
R e I —— Rp. x

. 11 | BP2D Sebelumnya

: TANEEAL 2 1vveeereeerres NMomar : Rp.
Tanggal : Nomar Rp.
[, R A C U L T e D"i't .................... | Ep. )

b e
Pada SPP ind ditetapkan lampiran-lampiran vang diperlukan sebagaimana tertera pads daflar
| kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegintan
(tanda tanpan|
[Mama Lengkap)

NIP.

D Untuk Kuasa BUD

| Baliman 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran /PPTR
| Balinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran, PETE

ftenda tanpan|

|Nama Lenglkap)
HIF.

Lembar Asli : Uniuk Pengguna Anggaran / PPR-SKPD
Balinan 1
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PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA
Hnmﬂr‘: (REA S I LI R LI RN Ll LSRR

T‘hnn Amﬂmn ; TR ENERR A R LLL LA LR

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Nama Kegiatan /Sub Kegatan 1
I | % %0 6,00, 6,00, 4., 4.5 G

F’E"__ Kode Rekening | Uraian | Nilai Rupiah

XX XK XK XX XXX
3. | Dst
| Nama Keglatanfsub htglata.n -
14, | X XXX XX XX XXX

5. | XXX XX XUXX.XKK
16, [ XXXXX20CXXXXX || Sy donimierisskatasnsnnide B
’ BE . |

8
| Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
19, [ XXX XX XX XX XXX

i A

110, | Dst 1 B
TOTAL

Terbilang : ... TpIAREY

Mengetahui/Menyetujui: {Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Anggaran Pengeluaran Pembantu
[Nama Lengkap) {Nama Lengkapi
NIP. NIP.
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SPP-L3 Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

MR § e s s
Langsung Pihak Hetiga Lainnya -
— . SPP-LS
| 1. Nama SKPD/Unit Ketja AR ——
2. kode dan Nama Sub Kegiatan X

3. Mama Pengguna Anggaran,/Kuasa Pengguna

5. Nama Bendahara Pengeluaran

6. NPWP Bendahara Pengeluaran

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7. Mamas Hank

8, Nomor Rekening Bank

9, Untuk Keperluan 1 AR G ket S A Y e
10, Dasar Pengeluaran ol 2 RRERR . [1 1 T | Ry rangEEal
N Sehesar Rp
. (Tertilang
[ ¥o | - Dewinn -
[ | BPD

PR i e et e i e Momor ; Rp.
PRI - e iR | Nomor Rp
Dst e | Dst Hp

I | SP2D Sebelumnya
T L e e S PSR SRR MNarar Ep
TANEEAL © v e neeremeneemens - Nomaor Rp
ST — R TR —— Rp =

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran vang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SFF ini,

ERRESIN =5 | 1. - SR

Pojabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan) itanda tangan|
iMama Lenglap) [Nama Lengkan)

NIP. HIP.
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| Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPh-SKPL
Salinan 1 : Uniuk Kuasa BUD

| Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran ! PETK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran /PPTE

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-L8) Pihak Ketiga

Lainnya

a
Hnmnr (AL EER R RN LR LR R L RN L L

.
Tahun ANEEFATAN ! cocieirareirarsssnsnsrans

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No|  Kode Rekening | Uraian | Nilai Rupiah |
Nama Kegiatan /Sub Kegiatan | e
L XXM KK XX XX XXX e
2. | KXK XX AKX XX KKK
3. |Dst .
| Nama Kegiatan /Sub Kegiatan 2
4 [XXXXXKXXKEKK 00 |evsmisiimim B
i__E_,'_ __';.;'_':.:_:'_H '_:_::_"fl!{_'_?._:';{' }:}LKH R = bt el s il e T e el R = —
16| XXX XX.XX.XX.XXX E————— -
,__?_' x-ﬂﬁ-xx-ﬁjﬁ_}i (R L bl Ak Al B
| 8. | Dst '
. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9, [ X KN XXX XXX '
(10.[Dst | I
TOTAL
Terbilamg @ W ..o i rupiah##
Mengetahui/Menyetujui: ITempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap] {Nama Lengkap]

NIP.

NIP.




SPM-UP

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURATPERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP)

|T:.hnuﬂ.nm.u::.:

No. SPM :

o = SRR

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG

LEBONG

| Supaye menerhitkan SP20 Kepada

I
]

Pembebanan 'mlj,a_geg[atm

Dasar Pembayaran

[ F'-u'rnngan-pﬂfl:l-ngﬂn k
Uraian |
(No. Rekening) |

Keterang |
an

No Jumlah

| Informasi : [Tilak mengurangl jumlah pembayaran
| BPM)
| - R

T
Il'“l [Mo. Rekening) an

Untuk ﬁ'.ly__ﬂ-lém}\_r:flran x

| SPM Yang Dibayarkan

Kode

Kegiat Uraian

Nilai

| Jumlah Yang Diminta " Rp.

Jumilah

|

[ Jumiah Polongan | Rp.
| Jumlah ¥ng Dibayarkan | Rp.

Jumlah SPP Yang Diminta : BP. ..ccocieninmnne.

[Terkilang)

{tanda tangan|

[Nama Lengkap
NIP,

Nomor dan Tanggal 8PP

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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SPM-GU

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SURATPERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GU)

Tabhun Anggaran : No. 8PM :

'KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongar | .
PEMERINTAH  KABUPATEN  REJANG I Urslen Katereng.

LEBONG Bo | (Mo Rekeatngy | TEmME an

Supaya menerbitkan SP2D Kepada : -

5 “|Rp

| srasminann

[ Informasi : (Tidak mengurang jumlah pembayaran

SKPD : '
B o B0 o el 3 e 3 Gk G S e . EFMJ

Bendahara, piliak lain -.  Ne Deadan Jumlah | Keteraag

| {No. Rekening) an
No. Rekening Bank l —

Jumlak | BP-

| Untuk Pembayaran ;

_Pembebanan Pada Kegiatan _ | BPM Yang Dibayarkan

. Kode Urai | Nilai Jumlah Yang Diminta | Rp.

H:q:l.u_-n_ ................

Jumlah Potongan Rp.

Rp. | Jumlah Yng Dibayarkan | Rp.

Jumlah

Uang Sajumlah : {....coommmeimennenee. = |

“Jumiah SPP Yang Diminta © Rp. ... i
PRRPRSPRRI . - 1 11 -~ | [
Pengguna Anggaran

(Terbilamg]

[tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP.

Nomor dan Tanggal SPP

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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SPJ Fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Bm SR FAREFEES

TAHUN ANGGARAN .........

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ) FUNGSIONAL
Eu.lm namaeme kbR A A A A

TR =
8P LS Gayi SR L ._iﬂ:;”lg fi
e Jumlah e

BF) UPfOU U

! Uraian ael a.d s
Wehiuwoirs ATREATAN | By H“"I“’ Bulan | Bulan [ 0" | Bulan | Bulsn
Lalui i imi | Ll lil Lalu

Bulan | g A '!Elu].u.n

iny

g
Pl

Jumilah SR [LE-
URGU T a.d
BEulem win

—

Eina PRgu
Anggaran

Pengriunran :
P31 |LE-
UR/GLFTL] :

| = Patgyeltah Tk
n. FFH |

| B PPh 2 ) —
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Disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran

Menyetujui,

Pengguna Anggaran,

1T AR

NIP. ........
BUPATI REJANG LEBONG

_— ey e
SYAMSUL EFFENDI

PARAF
KOCHIINAS] '
PRI

SCHEDA
ASISTEN |° :
KALAG h BaGian HURUM

HASUSBAG
=1L
| PEMEARARS S




